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ABSTRAK

Tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kescjahteraan secara merata bagi scluruh rakvat
Indonseis. Indenesia merupakan Negara yvang memiliki jumbzh penduduk terbesar ke 4 dunia vang mempunyal Sumber Daya
Manusia yang berkualitas. Kurangnya lapangan kerja vang ada, serta tidak sanggupnya Megara memberi upah sceara berkala

dengan cura melakukan perjanjian dengan perusahamm swasata vang berbadan hukum & Megara Republik Indonesia,
membantu pekerjaan Badan Usaba Milik Negara. PT. PLN (persero) merupakan perusahaan milik Negara dalam bidang
Relistrikan, pada P'E. LM (persero) wilayah SUMBAR melakukan perjanjion kerjasama dengan PT. AMP SUMBALR dalam

Dagaimana isi perjanjian vang dilakukan oleh perusahaan milik negar dengan perusahaan swasta dan untuk ity perly adanva
perlanpgungiawaban atas pedanjion yvang disepakati olch kedua belah pihak, Untuk menjowab permusalahan lersebut
digunakan penelitian yuridis sosiologis vang bersifat deskeiptif Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Teknik pengumpulan data, stdi dokumen dan wawancara, Pengolahan dat editing dan dianalisis secars kualitatil. Hasil
penelition depat disimpulkan bahwa peranjion yang Ji lakukan oleh para pihok adalah Perjanjian pengadaan tenaga kerji.
Pertanggung jawaban perjanjian terhadap karyawan kontrak lebib dominan dilakukan oleh pihak kedua. Perlu adanyva

wiliyah SUMBAR. Pertanggungjawaban terhadap karyswan kontrak hendaknya tidak hanya dilskukan oleh PT. AMP
SUMBAR tetapi juga dilakukan oleh PT. PLN (persero) wilayah SUMBAR schagai pengguna jasa karyawan kontrak dalam
hal pembinaan, permasalaban di dalam pekerjoan, serta keeelakaan kerja yang dilakukan oleh karyawan kontrak y: “ail
| dijelaskan di dalam perjanjian kerjasama tersehut. |
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BARIT

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia tertuang di dalam Pembukaan
Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah untuk mewujudkan keadilan
sccara merata bagl seluruh rakyat Indonesia, Indonesia merupakan Negara
berkembang vang artinya negara masih dalam proses pembangunan di segala
bidang, baik bidang ekonomi. sosial. budava. pendidikan, hukum, serta
pengaturan ketenagakerja di Indonesia.

Pembangunan di Indonesia perlu di dukung oleh kelembagaan vang kokoh
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tidak terlepas dari
perkembangan perckonomian dunia dan sumber daya manusia vang ada di negara
Indonesia. Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting  dan
berharga untuk menunjang kinerja dan keberhasilan pembangunan di Indonesia

Perkembangan perekonomian di berbagai negara termasuk di Indonesia
telah membawa  pengaruh  positil  terhadap berbagai  bidang  kehidupan.
Perkembangan di bidang ekonomi ini juga membawa dampak vang sangat besar
Khususnya pada bidang Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Sumber dava

manusia yang berkualitas ditentukan berdasarkan baik buruknva pendidikan di

suatu negara tersebut. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan




usaha yang didirikan olch Negara di bidang perindustrian dan jasa vang dapat di
gunakan oleh masyvarakat secara luas.

Indonesia merupakan salah satu negara vang memiliki penduduk terbesar ke
4 di dunia. Dengan demikian secara otomatais berarti memiliki sumber daya
manusia yang cukup besar jumlahnya untuk dimanfaatkan bila mendapatkan
pengolahan yang baik. Salah satu fungsi strategis vang memegang  peranan
penting dalam perusahaan adalah sumber daya manusianya. Disamping itu,
banyaknya sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia membuat BUMN
seperti. PT. PLN menerima karvawan tetap dan karvawan kontrak vang
berdasarkan atas perjanjian pengadaan tenaga kerja dengan suatu badan hukum
lainya seperti Perusahaan atau berupa Perseroan Terbatas (1°71),

Perkembangan perusahaan di Indonesia dalam penvedian jasa karvawan
kontrak. membuat Perusahaan Badan Usaha Milik Negara seperti PT, PLN pada
Khususnya, juga telah menggunakan karvawan kontrak dalam  membanty
melakukan  kegiatan pekerjaan. Hal ini juga sejalan dengan  meningkatnya
perhatian terhadap perlindungan hak asasi manusia. manusia merupakan makhluk
ciptaan Tuhan yang maha sempurna vang diberikan suatu anugerah untuk berfikir
dan bekerja berdasarkan keahlianya, Praktek monopoli vang dilakukan oleh
Badan Usaha Milik Negara dan rendahnya penerimaan karyawan tetap oleh
Negara di karenakan Negara tidak dapat memberi upah secara berkala maka
mendorong  Badan  Usaha  Milik  Negara mengadakan  perjanjian - dengan
perusahaan  swasta dalam penqcrimaan karvawan kontrak berdasarkan  atas

perjanjian pengadaan tenaga kerja.
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BAB IV

PENLTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana vang telah divraikan pada

bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik  beberapa  kesimpulan  dan

memberikan saran-saran scbhagai jalan keluar dari permasalahan yanga ada.

A

=

Kesimpulan

Bentuk perjanjian vang di fakukan oleh PT. PLN {persero) wilayah SUMBAR
dengan PT. AMP SUMBAR adalah Perjanjian Pengadaan Tenaga Kerja
Perjanjian Pengadaan Tenaga Kera adalah suatu bentuk perjanjian yang
dilakukan oleh 2 orang vang saling  mengikatkan  dirinya  dalam
pelaksansannyva bertujuan untuk mencapai (ujuan  tertentu yang  Lelah
disepakati scbelumnya. Perjanjian yvang dilakukan oleh PT. PLN (persero)
wilavah SUMBAR dengan PT. AMP SUMBAR telah memenuhi syarat-syarat
sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdata.
ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh antar para pihak di tentukan
terlebih dahulu oleh Pihak Pertama dalam Perjanjian ini. Proses perjanjian ini
diawali olch penawaran kerjasama yvang dilakukan oleh PT, AMP SUMBAR
untuk menjadi mitra kerja oleh PT. PLN (persero) wilayah SUMBAR.

Pertangeung jawaban pada perjanjian kerjasama yvang dilakukan oleh PT, PLN

ipersero) wilavah SUMBAR dengan FT. AMP SUMBAR terhadap karvawan

kontrak lebih dominan dilakukan oleh T AMP SUMBAR dikarenakan
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